
ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam melalui Keputusan 

Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Keppres ini menjadi dasar  tersebut. Kebijakan ini baik untuk bidang kesehatan, 

namun berimplikasi pada menurunnya produktifitas dan pendapatan perusahaan. 

Penurunan produktifitas dan pendapatan perusahaan menjadikan alasan perusahaan 

untuk mengambil keputusan merumahkan pekerjanya. Keputusan ini untuk 

mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena PHK akan 

berimplikasi pada pemberian pesangon dan hak-hak pekerja lainnya sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini mengkaji 

2 permasalahan, yaitu: bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan pengusaha dalam merumahkan pekerja di masa Pandemi Covid-19 dan 

bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja yang dirumahkan di masa 

Pandemi Covid-19? Penelitian ini bertujuan untuk meneliti unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja yang dirumahkan di 

masa pandemi Covid-19. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perbuatan 

perusahaan merumahkan pekerja bertentangan dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang secara yuridis hanya mengatur PHK. Konsekuensi PHK 

adalah perusahaan memberikan pesangon dan hak-hak pekerja painnya 

sebagaimana diatur undang-undang. Perusahaan yang merumahkan pekerja selama 

pandemi Covid-19 wajib memberikan upah dan hak-hak pekerja selama tidak ada 

pemberhentian permanen. 
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ABSTRACT 

 

The Covid-19 pandemic was designated as a non-natural disaster through 

Presidential Decree (Keppres) of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 

concerning Stipulation of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). This Presidential Decree forms the basis. This policy is 

good for the health sector, but has implications for decreasing company 

productivity and income. The decline in productivity and income is the reason for 

the company to make the decision to lay off its workers. This decision is to prevent 

termination of employment (PHK), because layoffs will have implications for the 

provision of severance pay and other workers' rights as stipulated in Law Number 

13 of 2003 concerning Manpower jo. Law Number 11 of 2020 concerning Job 

Creation. This research examines 2 problems, namely: what are the elements of 

unlawful acts committed by employers in laying off workers during the Covid-19 

Pandemic and how is the implementation of fulfilling the rights of laid-off workers 

during the Covid-19 Pandemic? This study aims to examine the elements of 

unlawful acts and the implementation of fulfilling the rights of workers who were 

laid off during the Covid-19 pandemic. The conclusion of the research shows that 

the company's actions to lay off workers are contrary to the Labor Law which 

legally only regulates layoffs. The consequence of layoffs is that the company 

provides severance pay and the rights of sick workers as stipulated by law. 

Companies that laid off workers during the Covid-19 pandemic are required to 

provide workers with wages and rights as long as there are no permanent layoffs. 
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